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Kabupaten/Kota.

gan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

QANUN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERIA DINAS TATA RUANG
PRASARANA JALAN KABUPATEN ACE SINGKIL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
'Dalam Qunun ini yang dimaksud dengan :

5. Dacrah adalah Kabupaten Acch Singkil;
b Acch Singkil;

<. Bupati adalah Bupati Kabupaten Acch Singkil;




& Dowam Perwakilan Rakyst Docrah adslah Devan Perwakilan Rakoyat
Dacaab Acch Sioghil

Singhil,
. Disss Tala Ruang dan Prassram Jalan adalsh Dinas Teta Ruaog dan

{ Kepala Dinas sdalah Kepala Dinas Tata Ruang don Prassaon Jakan
Kebopten A S
BAB 11
PEMBENTUKAN
Pasal2

Susunan Organisas dan Tata Kerja Dinss Tata
Frosehi vl Xabumion Ao Sioge

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Kedudular
Pasal3
(1). Dinas Toa Risng dan Prasarana Jalan adalsh merupakan Unst
ot MRt gprglrmed

Kabupaten.
(2 D Toia Rean o P ol g ol seoomg Kerla
rac dibavah dan beranggung jawab kepada Bupatl melalui
Dacaah.
Bagian Kedua
Pasald

Dinas Tata Ruang dan Prasorara Jalan mempunyai tugas merjalankan
Jalan,

Dalam melaksanakan tugas scbagimans iaksod pada Pass 4, Dins Tta

5. Merumuskan kebijaksanaan icknis di bidang Toia Ruang dn Prasuana
Jalan Kabupaien Acch Singkil;

b, Pemberian perinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

= fiion terhadap Unit Pelaksana Tekais Dias dan Cabang Dinas

¢ WuMnmw Dinas.



Untuk_melaksanakan fungsi scbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5,

Dinas Tata Ruang don Prasarana Jalan Kabupaien Acch Singkil mempunyai

Kowenangan sebagai berikut

3 ponctapun, penyclonggaraan dan Pengawasan Rencana Tata Ruang
Kabupaten;

pemberiaa ljin Pemanfaatan Ruang;

ponyelenggaraan promosi tata ruang;

pengawasan tckais torhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-

undangan;

S

kerja sama antar Kabupaten;
ponciapan dan pemungutan  pajak dan retribusi discsuaikan dengan
Peraturan Perundang-undangan yan berlaku;

& pengawasan teknis terhadap pelaksanaan selurub Peraturan Perundang-
undanga

e

penyelenggaraan dalam pencotuan dan perubahan fungsi ruang kawasan
T dalam rangka ponyusunin s rusng

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

(1), Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten
Acch Singkil terdiri dari
a. Kepala Dinas;
b, Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1) Sub Bagian Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) SubBagian Unum dan Perlengkapan.
Sub Dimas Taa Rumg, Bina Progam an Pengendal
‘membar
1y St Survy dan Pendtaans
2) Seksi Tata Ruang;
3) Seksi Percncanaan dan Program;
4) Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
‘Sub Dinas Jaringan Jalan Propinsi, membawahkan :
1) Seksi Perencanaan Tehnil
2) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
3) Seksi Pemelibaraan Jalan dan Jembatan.




p——
& Seb Dinas Jaringan Jalan Kabupaicn membawahkan :

[
2) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
3) Scksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Teknis dan Jasa Konstruk

1) Seksi Kinerja Jasa Konstruksi;

2) Seksi Pembinaan Teknik dan Monitoring;

3) Scksi Peralatan dan Inventari

4) Scksi Evaluas, Pengujian dan Pengendalian, Mutu

& Cabang Dinas;

b Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Kelompok Jabatan Fungsional.

(). Bagan Susunan Organisasi Dinas Taia Ruang dan Prasarana Jalan

Kabupaten Aceh Sin imaon trampi. Yang. menpakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Qanun

BAB Y
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal§

(1) Kelompok Jobaian Fungsional mempunyai tugas  melaksanakan
sebagian tugas Dinas.

(@) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifu, jonis dan beban
kerja Dinas.

(3)  Pengangkatan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesusi dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 9

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
@) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas dun Kepal Skl di inghungan Dines
atas
s seplipllenciios ol boclhrminfliocedBs et fred
Repata Dinss
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

S Kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya

@ mwxa Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi
vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Dacrah.



——
Pasal 11

O Hosie s, K lingkungan Dinas_beskewajiban
e menbekan imbogen g

i e v
@ ol ims s ol s, e K7
s hans menunuk scorang pegawai unuk_melaksanakan 1
R Dires dngon mempodoan Dafar Uri Kepangkaan dan

Pasal 12

) seio ni Ko & s Dis wajib melaporkan pelaksanean
tugas secaa berkala

@ Sctiap lsporan ynnuduamn e o Fmpaan Usk Ko bavaban
wajib diolah dan di Schagai bahan penyusunan laporan Iebih
Ianjut dan peturjuk kepada bavwaban.

@ sdup Jpoca yng dipian ot bl Kepada Pejabat lain
a fungsional wempuny

BABXI
KEPEGAWAIAN
Pasal 13
(1) Jonjang, kepangkatan dan susuman kepogavaian Dinas ditur sesuai
dengan Perundang:undangan yang berik.
(2) Peagalitan jenis kepegawaian discsuaikan dengan ketentuan Perundang:
undangan yan beraki.
Pasal 14

Esclon Jobotan Dinas Tata Ruang den Prasarana Jaan Acch Singkil scbagai
berikut -

a. Kepala Dinas. +Escoally
b. Kepala Bgin T Usths - Eslonlla
<. Kepala Sub Dinss Esclonllla
4 Kepala Scksi ‘EsconiVa
BAB VIl

PEMBIAYAAN
Pasal IS

dibsbankan kepada ﬂm\rmﬂlpﬂlnd-n
M(MlD)m-wmAm&nﬁummWhmymgmh
tidak mengi



BABIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16
kb i yang b cukip il Qun i sparong mengenai

Pecaturn dan  tidak
Pensnang-ndangan yang betek, ki diste Jbih arjt B

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Dengan berlakunya Qanun ini, maka Keputusan Bupati Aceh Singkil Nnmnr

9 Taun 2001 entang Pembentulan Sieuran Orgurizsi dan Taa Ke
Wilyah Kapupaten Acch Singht

inas dan
dinyatakan t ity
Pasal 18
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap omng dapat  mengeiahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daecah Kabupaten Aceh
Sin

Ditetapkandi ~ : Singkil.
Pada tanggal 10 Januari 2003

BUPATI ACEH SINGKIL.
Cap/ Do

H. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dala Lembaran Dacsh Kabupten Acch Syl
Nomor 2

Nomor 41 Tahun 2002 Seri D
=Bada tanggal 16 Januari 2003
'ATI ACEH SIN
DAERAH KABUPATEN

HRIDWAN HASAN, SH
“pembina Utama Muda/Nip. 390 009 540
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